DAFTAR PUSTAKA
Buku :

Abdulkadi, Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004.

Abdurrahman. Al-Siyasah Al-Syariyyah Wa Al-Figh Al-lslami. Mesir:
Mathba"“ah Dar al-Ta"lif, 1993.

Abidin, Ibn. Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar. Beirut: Dar lhya Al-Turats
Al-Arabi, 1987.

Arumanadi, Bambang, and Sunarto. Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD

1945. Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.
Ayunita, Khelda. Hukum Administrasi Negara. Makasar: Cara Baca, 2016.

Badriyatim. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim.
Jakarta: Ulumul Qur'an, 2012.

Busroh, Abu Daud. Imu Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Cahyono, Heru. Dinamika Demokratisasi Desa Di Beberapa Daerah Di
Indonesia Pasca-1999. Jakarta: Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia,
2006.

Djazuli, H.A. Figh Siyasah. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Djazulia, H. A. Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam

Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2013.
Faris, Abu. Sistem Politik Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.

Hakim, Abdul Aziz. Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2014.



Hasan, Hasan Ibrahim. Al-Nuzmu Al-Islamiyah. Kairo: Mathba'ah Lajnah

al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1953.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2016.

Husen, La Ode. Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan.
Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2009.

Igbal, Muhammad. Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.
Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Khaliq, Farid Abdul. Figh Politik Islam. Jakarta: Amzah, 2005.

Koesnardi, and dan Hannaily lbrahim. Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN, FH UI, 1985.

Koesnardi, Moh., and Harmaily Ibrahim. Pcngantar Hukum Tata Negara
Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN, FH UI, 1976.

Manan, Bagir, and Rosjidi Ranggawidjaja. Pedoman Teknik Perancangan
Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Cita Bhakti Akademika,
1996.

Manzhar, Ibn. Lisan Al-Arab. Beirut: Dar Al-Shadir, 1896.

Munir, Subarman. Hukum Islam Dan Ketatanegaraan. Jakarta: Badan Litbang

dan Diklat Kementerian Republik Indonesia, 2012.

Mustamin. Perkambangan Hukum Pemerintahan Daerah. Bone: CV Mario
Sulfana, 2018.

Nurcholis, Hanif. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Jakarta: Erlangga, 2011.

Nurdin, Ismail. Etika Pemerintahan,NormaKonsep Dan Praktek Etika
Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan. Yogyakarta:
Lintang Rasi Aksara Books, 2016.



Pamungkas, Sigit. Perihal Pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Ilmu
Pemerintahan UGM, 20009.

Pulungan, Jalaludin Suyuthi. Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Ratnaningtyas, Endah Marendah, and Dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Saragi, Tumpal P. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif

Pemberdayaan Desa. Yogyakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2004.

Sedarmayanti. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: CV
Mandar Maju, 2004.

Solekhan, Moch. Penyelengaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi

Masyarakat. Malang: Setara Press, 2014.

Sulthaniyah, Al-Mawardi Ahkam. Sistem Pemerintahan Khilafah Islam.
Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Suprihartini, Amin. Pemerintah Desa Dan Kelurahan. Klaten: Cempaka Putih,
2018.

Suryaningrat, Bayu. Pemerintahan Administrasi Dan Kelurahan. Jakarta:
Aksara Baru, 1985.

Syarif, Ibnu, and M. Zada Khamami. Figh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran
Politik Islam. Jakarta: Erlangga, 2008.

Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana, 2010.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika,
2002.

Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh.
Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.



Widodo, Amin. Figh Siyasah: Dalam Sistem Kenegaraan Dan Pemerintahan.
Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1997.

Jurnal :

Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawa’ld Fighiyyah Dalam Penyelesaian
Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modemn” 12, no. 1 (2014).

Darmanto, Amir. “Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2018 Suatu Kajian Perkara
NO.54/G/2018/PTUN.SMG." Jurnal lus Constituendum 4, no. 1 (2019).

Herawati, Rudiadi. “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif
Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.” Jurnal
Hukuk Kontemporer 5, no. 2 (2010).

Huda, Nimatul. “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan

Perundang-Undangan.” Jurnal Hukum 1, no. 13 (2006).

Khairi, Mawardi. “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum
Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum” 3, no. 5 (2017).

Malik, Sofyan. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Jurnal lus Constituendum 5, no.
2 (2020).

Muzayyin. “Al-Mawardi Dan Konsep Khalifah Islamiyah: Relevansi Sistem
Politik Islam Klasik Dan Politik Modern” 14, no. 1 (2018).

Sihotang, Amri Panahatan. “Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan
ljazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala
Desa.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023).

Sipayung, Rismanto, and Dani Sintara. “Analisis Hukum Terhadap Peraturan
Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Mekanisme



Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Bandar
Bayu Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai.” Jurnal Hukum
Dan HAM Wara Sains 2, no. 4 (2023).

Soemarsono, Maleha. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori

Tujuan Negara.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 7, no. 2 (2007).

Sukimin, Sukimin, Heru Nuswanto, and Ani Triwati. “Peraturan Desa Dalam
Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1
(2023).

Supriyanto, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. “Reposisi Rekomendasi
Camat Dalam Proses Pengisian Perangkat Desa.” Juridisch 1, no. 2
(2023).

Susanti, Bivitri. “Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Di Indonesia.” Jurnal Jentera 1, no. 2 (2017).

Tigar, Ayu Gustami. “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten
Musi Rawas.” Jurnal Esensi Hukum 4, no. 2 (2022).

Ummah, Siti Muslikhatul, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi, and Siti
Fatimah. “Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan

Kepala Desa Pasca Reformasi.” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023).

Welly, Anthonius. “Imlementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang
Desa” 4, no. 2 (2016).

Yani, Ahmad. “Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem

Ketatanegaraan Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022).
Skripsi / Tesis :

Alfarezi, Salman. “Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum
Islam Dan UU No. 6 Tentang Desa (Study Di Pekon Negeriagung Kec,



Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016),” 2017.

Asrul. “Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus
Desa Palongki Kabupaten Bone),” 2020.

Fitriani, Indah Rizqi. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan
Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera
Kabupaten Bima Tahun 2019),” 2019.

Purmnomo, VYusuf Aji. “Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28
Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desadi Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya,

Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hu,” 2023.

Rahardjo, Mudjia. “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan

Prosedurnya,” 2017.

S, A Hamid. “Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: (Suatu Studi Analisis
Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam
Kurun Waktu Pelita I-Pelita 1V),” 1999.

Saputra, Edwin. “Implementasi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat
Desa Perspektif Figh Siyasah (Studi Di Pekon Sukapadang Kecamatan
Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung),” 2013.

Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.



Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perangkat

Desa.

Internet :

Kanjeng Mariyadi Ngawi, “Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman
(Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Qualitatif, Mathew B. Miles dan
A Michael Huberman, 2019"
https://www.mariyadi.com/2019/10/analisis-data-kualitatif-model-miles.ht
ml, di akses pukul 15.33 tanggal 12 Desember 2023.

http://Eprints.Umpo.Ac.1d/3782/3/BAB%20Il.Pdf, diakses pada tanggal 20
Februari 2024 pukul 22:00 WIB.




